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ABSTRACT 
 
This study aims to determine whether the Budget Realization Report on the 
Regional Asset and Financial Management Agency is applied in accordance with 
the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 02 based on 
Government Regulation Number 71 of 2010. The type of research used in this 
study is descriptive research, the type of data used by the author is Quantitative 
Data. The data source used by researchers is secondary data. Data collection 
techniques used in this study are documentation and interview techniques. 
Analysis Techniques Data used in this study is Descriptive Analysis Technique. 
The results of this study indicate that the presentation of the Budget Realization 
Report of the Regional Asset and Financial Management Agency of North 
Sumatra Province is in accordance with PSAP No.2 in Government Regulation 
Number 71 of 2010. This is seen from the format of the Budget Realization Report, 
Budget Realization Report Structure, Reporting Period , Contents of the Budget 
Realization Report and Information presented in the Budget Realization Report 
and there is no deviation in the use of the budget in the presentation of the Budget 
Realization Report prepared by the Regional Financial and Asset Management 
Agency of North Sumatra Province. 
 

Keywords: Application of PSAP No. 02, Budget Realization Report 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran 
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diterapkan sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jenis Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, Jenis data yang digunakan 
penulis adalah Data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan 
bahwa, penyajian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.2 dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dilihat dari format Laporan 
Realisasi Anggaran, Struktur Laporan Realisasi Anggaran, Periode Pelaporan, Isi 
Laporan Realisasi Anggaran dan Informasi yang disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran dan tidak terdapat adanya penyimpangan penggunaan 
anggaran dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. 
 
 
Kata kunci  : Penerapan PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan 

keuangan Negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang 

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010. 

Laporan keuangan pemerintah merupakan gambaran kinerja suatu 

pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang 

kondisi keuangan pemerintah tersebut dan juga sebagai alat untuk analisis 

kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Penyajian dalam 

setiap laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan 

digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan oleh pemerintah, 

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintahan terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Nomor 2 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi 
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Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua 

aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam 

hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi 

atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Standar ini dijadikan 

sebagai dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga, akuntabilitas laporan 

tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi 

Sumatera Utara merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro 

Perlengkapan dan Pengelolaan Aset yang mengelola keuangan dan aset daerah  

provinsi Sumatera Utara. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) provinsi Sumatera Utara sudah  menyusun Laporan Realisasi Anggaran 

sebagai salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah. Dalam penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah Nomor 02 peneliti ingin meneliti penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk merumuskan judul 

skripsi sebagai berikut ”Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  hasil   penelitian  yang   dilakukan  pada  Badan  Pengelolaan 
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Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara Medan, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas bahwa tujuan penelitian meliputi: 

“Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diterapkan sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Instansi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan kondisi 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan anggaran 

dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. 

2. Bagi Peneliti, diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan memperdalam 

pengetahuan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

dalam penyusunan anggaran dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera 

Utara. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan sebagai referensi informasi tentang 

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

provinsi Sumatera Utara. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa: 

“Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah”. 

Menurut Tanjung (2012): 

“Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan 
serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”. 
 
Menurut Wijaya (2008:4): 

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi 
pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan 
Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan 
pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat 
digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders 
sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan 
akuntabel”.  

 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa: Standar 

Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintahan   merupakan   persyaratan  yang mempunyai kekuatan hukum dalam 
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upaya   meningkatkan   kualitas   laporan   keuangan    pemerintah   di   Indonesia. 

 
A. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Adapun tujuan Standar Akuntansi pemerintahan menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

Menurut Indra Bastian (2010:38) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) adalah: 

“Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan 

pemerintah”. 

Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa: 

“Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam 

rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan”. 

 
Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa 

tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam 

penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 

keuangan pemerintah. 

 
B. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Indra   Bastian     (2010:139)   menyatakan    bahwa    kedudukan   Standar 
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Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, 
muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di 
Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP. 

 

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Halim dan Iqbal (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan 

sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala 

satuan baik berupa uang maupun barang yanng dapat dijadikan kekayaan daerah 

Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang menunjukkan semua aktivitas-

aktivitas operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan 

keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan 

harus menyangkut semua informasi yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut 

sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak luar dan laporan 

keuangan yang disajikan tersebut relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat 

dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan. 

Menurut Erlina (2008:20)  laporan keuangan daerah bermanfaat dalam 
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial 
maupun politik, karena laporan keuangan pemerintah daerah memberi informasi 
berikut ini: 
1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran. 
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan 

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undang. 
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas 

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 
4. Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi 

kebutuhan kasnya. 
5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk 
yang berasal dari pajak dan pinjaman. 

6. Perubahan  posisi  keuangan  entitas  pelaporan,  apakah  mengalami  kenaikan 
atau  penurunan  sebagai  akibat   kegiatan   yang   dilakukan  selama   periode 
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pelaporan. 

A. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai 

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan 
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta 
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur 
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan; 

 
(a) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan secara periodik. 

 
(b) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan 
ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

 
(c) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 
peraturan perundang-undangan. 

 
(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut 
menanggung beban pengeluaran tersebut.  
(e) Evaluasi Kinerja 

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber 
daya  ekonomi   yang  dikelola  pemerintah  untuk  mencapai  kinerja  yang  telah 

direncanakan. 
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Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pelaporan keuangan pemerintah 
seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, 
maupun politik dengan: 
(a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan; 
(b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran; 
(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai; 

(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 
dan pinjaman; 

(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan 
informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, 
transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran 
lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan 
arus kas suatu entitas pelaporan. 

 

B. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan 

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar 

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami 

laporan keuangan yang disajikan. 

Menurut Erlina (2008:31-34) mengemukakan bahwa ada delapan prinsip 
yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu: 

 
1. Basis Akuntansi; 
2. Prinsip Nilai Historis; 
3. Prinsip Realisasi; 
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal; 
5. Prinsip Periodisitas; 
6. Prinsip Konsistensi; 
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7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan 
8. Prinsip Penyajian Wajar 

1. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, 

dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti 

bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah 

atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. 

Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih 

pembiayaan anggaran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi 

pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti 

bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya 

transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 

keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 

2. Prinsip Nilai Historis 

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang 

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang 

dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari 

pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal 

tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban 

historis. 
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3. Prinsip Realisasi 

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan 

melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk 

membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-

pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah 

tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 

4. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal 

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, 

dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa 

tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus 

diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

5. Prinsip Periodisitas 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang 

digunakan adalah tahunan. Namun, Permendagri 13 tahun 2006 menentukan 

Pemerintah daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama 

dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan. 

6. Prinsip Konsistensi 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip 

konsistensi internal). Hal ini tidak berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu 

metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai 
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dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu 

memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas 

perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

8. Prinsip Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor 

pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika 

menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti 

itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan 

pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam 

kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu 

tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, 

penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan 

cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset atau pendapatan yang 

terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau 

tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral atau tidak andal. 

C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah 

Menurut  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan  dalam  Standar 
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Akuntansi Pemeritahan berbasis akrual mengemukakan bahwa, karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: 

 
1. Relevan  

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang memuat 
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan 
demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan jika memiliki literatur: 

• Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi 
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi 
mereka di masa lalu. 

• Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu 
pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 
masa lalu dan kejadian masa kini. 

• Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 
dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

• Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pegambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi 
setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi 
tersebut dapat dicegah. 
 

2. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diversifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

• Penyajian yang jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi 
serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
dapat diharapkan untuk disajikan. 

• Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 
oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 
berbeda jauh. 

• Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan pihak tertentu. 
 

3. Dapat dibandingkan 
 

 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
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secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan 
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan 
menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi 
yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 
terjadinya perubahan. 
 
4. Dapat dipahami 

 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 

 

2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran 

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam 

memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama 

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan 

menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar 

yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realiasasi anggaran yang 

semestinya. Tujuan dari penetapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah penetapan dasar-dasar 

penyajian  laporan  realisasi  anggaran   untuk   pemerintah   dalam   rangka  untuk 

perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, 
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang 
menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan 
realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut 
sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah 
tersebut. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 
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periode pelaporan. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah 
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah 
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporannya adalah memberikan 
informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah 
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 
menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi 
mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan 
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, 
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: 
 

(a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 

(b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi 
dan efektivitas penggunaan anggaran. 
 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 menyatakan 

bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 
laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan 
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan 
penggunaan sumber daya ekonomi: 

 
(a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 
(b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 
(c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, 
struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, 
belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan 
Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap 
halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: 
1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 
2. cakupan entitas pelaporan; 
3. periode yang dicakup; 
4. mata uang pelaporan; dan 
5. satuan angka yang digunakan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 menyatakan 
bahwa, periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang 
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kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu 
entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu 
periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan 
informasi sebagai berikut: 

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 
 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, isi 
Laporan Realisasi Anggaran yaitu Laporan Realisasi Anggaran disajikan 
sedemikian rupa sehingga menonjolkan unsur pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 
Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja-
LRA, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. 
Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran 
seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadiya perbedaan yang 
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merici lebih 
lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi 
Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 

1. pendapatan-LRA; 
2. belanja; 
3. transfer; 
4. surplus/defisit-LRA; 
5. penerimaan Pembiayaan; 
6. Pengeluaran Pembiayaan; 
7. Pembiayaan Neto; dan 
8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA. 

  
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 

mengemukakan bahwa, dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat 
berbagai akuntansi yang disusun antara lain: 
1. Akuntansi Anggaran; 
2. Akuntansi Pendapatan-LRA; 
3. Akuntansi Belanja; 
4. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA; 
5. Akuntansi Pembiayaan; 
6. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan; 
7. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan; 
8. Akuntansi Pembiayaan Netto; dan 
9. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA). 

a. Akuntansi Anggaran 

 Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan 

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran 
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diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi 

pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran 

belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran 

(allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran 

disahkan dan anggaran dialokasikan. 

b. Akuntansi Pendapatan – LRA 

 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya 

penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari 

pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan-

LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan 

ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat 

dan daerah. 

c. Akuntansi Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja 

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan 

fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada 
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jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk 

pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, 

subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja 

pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, 

subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. 

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi 

antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, 

bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung 

dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah 

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan 

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 

Realisasi  anggaran  belanja  dilaporkan  sesuai   dengan   klasifikasi   yang 

ditetapkan  dalam  dokumen  anggaran.  Akuntansi  belanja  disusun  selain  untuk 

memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat 

dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur 

efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. 

d. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA 

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan 

dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara 

pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode  pelaporan. Defisit-LRA  adalah 
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selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode  pelaporan. 

e. Akuntansi Pembiayaan 

 Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, 

baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima 

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. 

Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan 

modal oleh pemerintah. 

f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi 

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali 

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen 

lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat 

diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan 

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

g. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan 

modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun 

anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan 
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diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. 

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah 

merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-

LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 

h. Akuntansi Pembiayaan Netto 

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi 

pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih 

lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode 

pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. 

i. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / 

SiKPA) 

 SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi 

pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

 Berikut ini adalah format Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah 

Provinsi yaitu: 
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Tabel II.1 
Format Laporan Realisasi Anggaran 
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Sumber: Lampiran I.03 PSAP 02 dalam SAP Berbasis Akrual 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel II. 2 
Penelitian Terdahulu 

 
No. Nama dan 

Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1. Siti Asmianti 
(2015) 

Evaluasi Penerapan 
Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 
Tentang Penyajian 
Laporan Realisasi 

Anggaran Pemerintahan 
Kabupaten Minahasa 

Utara 

Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa 

Kabupaten Minahasa Utara 
telah menggunakan 

pencatatan 
terkomputerisasi yang 

disebut SIMDA. Penyajian 
laporan realisasi anggaran 

pemerintah kabupaten 
Minahasa Utara secara 

keseluruhan telah sesuai 
dengan PSAP Nomor 2 

dengan menyajikan 
struktur laporan realisasi 

anggaran, periode 
pelaporan, dan isi laporan 
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realisasi anggaran yang 
telah sesuai dengan PSAP 
nomor 2 paragraf 10, 11, 

dan 14. 
2. Simanihuruk 

(2013) 
Penerapan PSAP No.2 
PP No 71 tahun 2010 

dalam penyajian laporan 
realisasi anggaran 

Pemerintah Kota Medan 

Hasil Penelitian 
Menunjukkan bahwa 
Penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kota Medan 
sudah memadai dan telah 

sesuai dengan PSAP No. 2 
PP No 71 Tahun 2010 

3. Cahaya Elbash 
(2016) 

Penerapan Pernyataan 
Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 02 
Tentang Laporan 
Realisasi Angaran 

Berdasarkan PP No. 71 
Tahun 2010 Di Dinas 

Pekerjaan Umum 
Kabupaten Gresik 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

laporan realisasi anggaran 
pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Gresik 
telah menggunakan 

pencatatan 
terkomputerisasi yang 

disebut SIMDA. Penyajian 
laporan realisasi anggaran 
di Dinas Pekerjaan Umum 
secara keseluruhan telah 

sesuai dengan PSAP No. 2, 
dengan menyajikan 

struktur laporan realisasi 
anggaran, periode 

pelaporan, dan isi laporan 
realisasi anggaran. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Menurut Sugiono (2010:60) “Kerangka Konseptual adalah model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting” 
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Gambar II.2 
Kerangka Konseptual 

 

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 

 

Mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2012:11) : “penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel  mandiri, baik satu 

veriabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain.” 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 

no. 30, Madras Hulu, Medan Polonia, kota Medan, Sumatera Utara kode pos 

20151. Telepon: (061) 576902-527811-4152685. Fax: 520111. Website: 

bpkad.sumutprov.go.id/  

3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 

2018. Adapun rincian penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut dibawah 

ini: 
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Tabel III.1 
Rincian Waktu Penelitian 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

3.2.2 Sampel 

Menurut sugiyono (2008:116), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penentuan sampel pada 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun  

2017. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Defenisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan 

kriteria pengujian atau pengukuran dibentuk dengan cara mencari indikator 

No Kegiatan 
2017 2018 

Nov Des Jan Apr Juli Agt Okt 

1. Pengajuan judul Skripsi        

2. Pembuatan Proposal        

3. Bimbingan Proposal        

4. Seminar Proposal        

5. Pengumpulan Data        

6. Pengolahan Data         

7. Seminar Hasil        
8. Sidang Meja Hijau        
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empiris konsep. Variabel merupakan segala sesuatu yang hendak dijadikan 

sebagai objek pengamatan di dalam sebuah penelitian. Definisi variabel 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang 

menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. 

Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat 

dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam 

suatu parameter. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan 

memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta 

dokumen yang telah diolah oleh perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder 

karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 

dokumen yaitu Laporan Realisasi Anggaran. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 
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usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) bahwa “wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu” yaitu 

peneliti melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dan berwenang 

mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Teknik Dokumentasi. 

Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu”. Jadi peneliti juga melakukan pengumpulan informasi dari 

data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan perusahaan seperti Laporan 

Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) provinsi Sumatera Utara. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup 

jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Penerapan Peryataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. 
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
1 

 
2 

 
3 

 

 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  

BERBASIS AKRUAL 
PERNYATAAN NO. 02 

 
4 

 
5 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS 
KAS 

6 Paragraf-paragraf  yang  ditulis  dengan  huruf  tebal  dan  miring  adalah 
7 paragraf  standar,  yang  harus  dibaca  dalam  konteks  paragraf-paragraf 
8 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa  dan Kerangka Konseptual 

 Akuntansi Pemerintahan. 
 
 PENDAHULUAN 
 
 TUJUAN 
 
12 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan  
 dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam 
 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
 perundang-undangan.  
16 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi  
 realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan 
 realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati 
 antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 RUANG LINGKUP 
 
21 3. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan  
 Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan 
 anggaran berbasis kas.  
24 4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan,  
 baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  yang  memperoleh 
26 anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan 
 negara/daerah. 
 
 MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN 
 
29 5. Laporan  Realisasi  Anggaran  menyediakan  informasi  mengenai  
 realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan 
 dari  suatu  entitas  pelaporan  yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan  
 anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam 
 mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber-sumber  daya  ekonomi, 
 akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:  
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 PRESIDEN 
 REPUBLIK INDONESIA 

1 (a). menyediakan  informasi  mengenai  sumber,  alokasi,  dan  penggunaan 
2 sumber daya ekonomi; 
3 (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 
4 yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi 
5 dan efektivitas penggunaan anggaran. 
6 6.   Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 

 dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 
 kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara 
 menyajikan  laporan  secara  komparatif.  Laporan  Realisasi  Anggaran  dapat 

10 menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi 
 perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:  
 (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;  
 (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan  
 (c).  telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 DEFINISI 
 
16 7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam  
 Pernyataan Standar dengan pengertian: 
 
18 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan  
 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 
 yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu 
 secara sistematis untuk satu periode.  

22 Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana 
23 

   

keuangan tahunan  pemerintahan  daerah  yang  disetujui  oleh  Dewan 
 Perwakilan Rakyat Daerah.  

25 Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah  rencana 
26 

   

keuangan tahunan  pemerintahan  negara  yang  disetujui  oleh  Dewan 
 Perwakilan Rakyat.  
 Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan  
 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk 
 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.  
 Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan  
 secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 
 organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 
 dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.  
 Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan  
 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 
 
37 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum  
 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode  
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 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya  
 kembali oleh pemerintah.  
 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan  
 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
 tahun anggaran.  
 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih  
 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 
 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
 berupa laporan keuangan.  

 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh  
 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.  
 Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh  
 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 
 
16 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-  
 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu 
 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.  
 Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
 
20 Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan  
 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi 
 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum 
 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode 
 otorisasi tersebut. 
 
25 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum  
 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 
 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 
 dibayar kembali oleh pemerintah.  
 Pembiayaan  (financing)  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  
 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 
 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 
 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  
 Perusahaan  daerah  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  
 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.  
 Perusahaan  negara  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  
 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.  
 Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang  
 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum  
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 Negara  untuk  menampung  seluruh  penerimaan  negara  dan  membayar  
 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.  
 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang  
 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung 
 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
 pada bank yang ditetapkan.  

7 Saldo  Anggaran  Lebih  adalah  gunggungan  saldo  yang  berasal  dari 
8 akumulasi  SiLPA/SiKPA tahun-tahun  anggaran  sebelumnya  dan  tahun 

 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.  
 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih  
11 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta 
 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu 
 periode pelaporan.  
 Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan  
 belanja selama satu periode pelaporan.  
 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan  
 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana 
 bagi hasil. 
 
 STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 
20 8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi  
 pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, 
 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 
 periode.  
24 9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan  
 secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, 
 informasi berikut:  
 (a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;  
 (b). cakupan entitas pelaporan;  
 (c). periode yang dicakup;  
 (d). mata uang pelaporan; dan  
 (e). satuan angka yang digunakan. 
 
 PERIODE PELAPORAN 
 
33 10.  Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya  
 sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas 
 berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu 
36 periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas 
 mengungkapkan informasi sebagai berikut:  
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 (a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;  

2 (b). fakta  bahwa  jumlah-jumlah  komparatif  dalam  Laporan  Realisasi 
3 Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 

 

4 TEPAT WAKTU 
5 11.  Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan 

 tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas 
 operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan 
 entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas 
 pelaporan  menyajikan  Laporan  Realisasi  Anggaran  selambat-lambatnya  6 

 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 
 
 ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 
12 12.  Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga  
 menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan 
 pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi 
15 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
 surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi 
 Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang 
 memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan 
 fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara 
 anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka- 
 angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.  
22 13.  Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup  
 pos-pos sebagai berikut:  
 (a). Pendapatan-LRA;  
 (b). Belanja;  
 (c). Transfer;  
 (d). Surplus/defisit-LRA;  
 (e). Penerimaan pembiayaan;  
 (f).  Pengeluaran pembiayaan;  
 (g). Pembiayaan neto; dan  
 (h). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).  
32 14.  Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan  
 Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 
34 Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk  
 menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.  

36 15.  Contoh  format  Laporan  Realisasi  Anggaran  disajikan  dalam 
37 ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan  
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 bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan  
 gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya. 

 
 INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN  
 REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN 

 ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 
6 16.  Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut  
 jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih 
 lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.  
9 17.  Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis  

 belanja dalam  Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut 
 organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan 
 atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam 
 Catatan atas Laporan Keuangan. 
 
 AKUNTANSI ANGGARAN 
 

15 18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 
16 pengendalian  manajemen  yang  digunakan  untuk  membantu  pengelolaan 
17 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. 
18 19. Akuntansi anggaran  diselenggarakan  sesuai  dengan  struktur 

 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi 
 alokasi  estimasi  pendapatan.  Anggaran  belanja  terdiri  dari  apropriasi  yang 
 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan 
 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  

24 20.  Akuntansi  anggaran  diselenggarakan  pada  saat  anggaran 
25 disahkan dan anggaran dialokasikan. 

 

26 AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 
27 21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 
28 Umum Negara/Daerah. 
29 22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 
30 23. Transfer  masuk  adalah  penerimaan  uang  dari  entitas 

 pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah 
 pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.  
33 24.  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas  
 bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
 jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  
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1 25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto  
 (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
 dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
 bruto dapat dikecualikan. 

 
5 26.  Dalam hal badan layanan umum,  pendapatan diakui  dengan  
 mengacu pada peraturan perundangan  yang mengatur mengenai badan 
 layanan umum.  
8 27.  Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang  
 (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan 

10 maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 
 pendapatan-LRA.  
12 28.  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-  
 recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 
 penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan- 
 LRA pada periode yang sama.  
16 29.  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-  
 recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 
 sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada 
 periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.  

20 30.  Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan 
21 pertanggungjawaban   sesuai   dengan   ketentuan   dan   untuk   keperluan 

 pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. 
 
 AKUNTANSI BELANJA 
 
24 31.  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening  
 Kas Umum Negara/Daerah.  
26 32.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran  
 pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 
 tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.  
29 33.  Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan  
 mengacu pada peraturan perundangan  yang mengatur mengenai badan 
 layanan umum.  
32 34.  Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis  
 belanja), organisasi, dan fungsi.  
34 35.  Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang  
 didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi 
 ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu  belanja pegawai, belanja barang, belanja 
 modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi 
 ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
 belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.  
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1 36.  Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan  
 sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 
 Belanja operasi  antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, 
 subsidi, hibah, bantuan sosial.  
5 37.  Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset  
 tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
 Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung 
 dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.  
9 38.  Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk 

10 kegiatan  yang  sifatnya  tidak  biasa  dan  tidak  diharapkan  berulang  seperti 
 penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga 
 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 
 pemerintah pusat/daerah.  

14 39.  Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah 
15 sebagai berikut:   

16 Belanja Operasi:   

17 - Belanja Pegawai xxx 
18 - Belanja Barang xxx 
19 - Bunga xxx 
20 - Subsidi xxx 
21 - Hibah xxx 
22 - Bantuan Sosial xxx 
23 Belanja Modal   

24 - Belanja Aset Tetap xxx 
25 - Belanja Aset Lainnya xxx 
26 Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx 
27 Transfer xxx 
28    
29 40.  Transfer  keluar  adalah  pengeluaran uang dari  entitas 

 pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan 
 oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.  

32 41.  Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit 
33 organisasi  pengguna  anggaran.  Klasifikasi  belanja  menurut  organisasi  di 
34 lingkungan   pemerintah   pusat   antara   lain   belanja   per   kementerian 
35 negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut 
36 organisasi  di  pemerintah  daerah  antara  lain  belanja  Sekretariat  Dewan 
37 Perwakilan   Rakyat   Daerah   (DPRD),   Sekretariat   Daerah   pemerintah  
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 provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan  
 lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.  
3 42.  Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada  
 fungsi-fungsi  utama  pemerintah  pusat/daerah  dalam  memberikan  pelayanan 
 kepada masyarakat.  
6 43.  Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut: 
7 Belanja :   

8 - Pelayanan Umum xxx  

9 - Pertahanan xxx  

10 - Ketertiban dan Keamanan xxx  

11 - Ekonomi xxx  

12 - Perlindungan Lingkungan Hidup xxx  

13 - Perumahan dan Permukiman xxx  

14 - Kesehatan xxx  

15 - Pariwisata dan Budaya xxx  

16 - Agama xxx  

17 - Pendidikan xxx  

18 - Perlindungan sosial xxx  

19    
20 44.  Realisasi  anggaran belanja  dilaporkan sesuai  dengan 

 klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.  
22 45.  Koreksi atas pengeluaran  belanja  (penerimaan  kembali  
 belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai 
 pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 
 berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan- 
 LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.  
27 46.  Akuntansi  belanja  disusun  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  
 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk 
 keperluan  pengendalian  bagi  manajemen  untuk  mengukur  efektivitas  dan 
 efisiensi belanja tersebut. 
 
 AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA 
 
32 47.  Selisih  antara  pendapatan-LRA  dan  belanja  selama  satu  
 periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.  

34 48.  Surplus-LRA  adalah  selisih  lebih  antara  pendapatan-LRA  dan 
35 belanja selama satu periode pelaporan.  
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1 49.  Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan  
 belanja selama satu periode pelaporan. 

 
 AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

 
4 50.  Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan  
 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan 
 diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan 
 untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 
8 pembiayaan  antara  lain  dapat  berasal  dari  pinjaman,  dan  hasil  divestasi. 
9 Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

10 kembali  pokok  pinjaman,  pemberian  pinjaman  kepada  entitas  lain,  dan 
 penyertaan modal oleh pemerintah. 
 
 AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
 
13 51.  Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas  
 Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan 
 obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan 
 kembali  pinjaman  yang  diberikan  kepada  fihak  ketiga,  penjualan  investasi 
 permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.  
18 52.  Penerimaan  pembiayaan  diakui  pada  saat  diterima  pada  
 Rekening Kas Umum Negara/Daerah.  
20 53.  Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan  
 azas  bruto,  yaitu  dengan  membukukan  penerimaan  bruto,  dan  tidak 
 mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  
23 54.  Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang  
 bersangkutan. 
 
 AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
 
26 55.  Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening  
 Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, 
 penyertaan  modal  pemerintah,  pembayaran  kembali  pokok  pinjaman  dalam 
 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.  
30 56.  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari  
 Rekening Kas Umum Negara/Daerah.  
32 57.  Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang  
 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di 
 pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat 
 sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.  
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 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO 
 

2 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan 
3 setelah  dikurangi  pengeluaran  pembiayaan  dalam  periode  tahun  anggaran 
4 tertentu.  
5 59. Selisih  lebih/kurang  antara  penerimaan  dan  pengeluaran 

 pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan 
 Neto. 

 
 AKUNTANSI  SISA  LEBIH/KURANG  PEMBIAYAAN  
 ANGGARAN (SILPA/SIKPA) 

 
10 60. SiLPA/SiKPA   adalah   selisih   lebih/kurang   antara   realisasi 
11 penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 
12 61. Selisih  lebih/kurang  antara  realisasi  pendapatan-LRA  dan 

 Belanja,  serta  penerimaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  selama  satu 
 periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.  
15 62.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode  
 pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 
 
 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 
 
18 63.  Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam  
 mata uang rupiah.  
20 64. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama  
 dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang 
 asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah 
 berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 
 
24 65. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang  
 digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan 
 rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam 
 rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan 
 untuk memperoleh valuta asing tersebut. 
 
29 66. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang  
 digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan 
 mata uang asing lainnya, maka:  
 (a).  Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan  
 dengan menggunakan kurs transaksi;  
 (b). Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah 
 berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.  
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 TANGGAL EFEKTIF 
 
2 67.  Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini  
 berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan 
 anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.  
5 68.  Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP  
 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual 
 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.  
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.B 

 
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi 

 
PEMERINTAH PROVINSI  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

 
   (Dalam Rupiah)  

NO. URAIAN 
Anggaran Realisasi 

(%) 
Realisasi 

20X1 20X1 20X0     
 PENDAPATAN  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx xxx 
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx xxx 
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx 
6 Lain-lain PAD yang sah xxx xxx xx xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
8      

 PENDAPATAN TRANSFER 
 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 

11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
16      

 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
19 Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
21 Total Pendapatan Transfer (15 + 20) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
22      

 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
24 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
25 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx 
26 Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
27 

 

Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26) 
    

 xxx xxx xx xxx 
28 

 

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) 
    

 xxxx xxxx xx xxxx 
29 BELANJA     
30 

      

BELANJA OPERASI     
31 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx 
32 Belanja Barang xxx xxx xx xxx 
33 Bunga xxx xxx xx xxx 
34 Subsidi xxx xxx xx xxx 
35 Hibah xxx xxx xx xxx 
36 Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx 
37 

 

Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36) 
    

 xxxx xxxx xx xxxx 
38       

 BELANJA MODAL 
40 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx 
41 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx 
42 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx 
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx 
44 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx 
45 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx 
46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
47      

 BELANJA TAK TERDUGA 
49 Belanja Tak Terduga xxx xxx xx xxx 
50 Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49) 

    

xxx xxxx xx xxxx 
51 Jumlah Belanja (37 + 46 + 50) 

    

xxx xxxx xx xxxx 
52      

 TRANSFER 
 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA 

55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota xxx xxx xx xxx 
56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota xxx xxx xx xxx 
57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota xxx xxx xx xxx 
58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57) 

    

xxx xxxx xx xxxx 
59 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58) 

    

xxx xxxx xx xxxx 
60 

SURPLUS/DEFISIT (28 - 59) 
    

61 xxx xxx xxx xxx  
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 
 

   (Dalam Rupiah)  

NO. URAIAN 
Anggaran Realisasi 

(%) 
Realisasi 

20X1 20X1 20X0     
62  
 PEMBIAYAAN 

 
 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

66 Penggunaan SiLPA xxx xxx xx xxx 
67 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx 
68 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx 
69 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx 
70 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
71 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx 
72 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx 
73 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 
74 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 
75 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 
76 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 
77 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
78 Jumlah Penerimaan (66 s/d 77) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
79      

 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
81 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx 
88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xx xxx 
82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx 
83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx 
85 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx 
86 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 
87 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 
89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 
90 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 
91 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
92 Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91) 

    

xxx xxx xx xxx 
93 PEMBIAYAAN NETO (78 - 92) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
94      

95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93) xxxx xxxx xx xxxx  
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2010  
ILUSTRASI PSAP 02.C 

 
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota 

 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

 
(Dalam Rupiah)   

NO. URAIAN 
Anggaran Realisasi 

(%) 
Realisasi 

20X1 20X1 20X0     
 PENDAPATAN  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx xxx 
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xx xxx 
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx 
6 Lain-lain PAD yang sah xxx xxx xx xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
8      

 PENDAPATAN TRANSFER 
 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 

11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
16 

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
    

17     
18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
19 Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
21      

 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx xxx 
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) xxxx xxxx xx xxxx 
26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) xxxx xxxx xx xxxx 
27      

 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
29 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
30 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx 
31 Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 

    

xxx xxx xx xxx 
33 

 

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 
    

 xxxx xxxx xx xxxx 
34 

BELANJA  
    

35     
 BELANJA OPERASI 

37 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx 
38 Belanja Barang xxx xxx xx xxx 
39 Bunga xxx xxx xx xxx 
40 Subsidi xxx xxx xx xxx 
41 Hibah xxx xxx xx xxx 
42 Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx 
43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
44 

BELANJA MODAL 
    

45     
46 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx 
47 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx 
48 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx 
49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx 
50 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx 
51 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx 
52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
53 

BELANJA TAK TERDUGA 

    

    

54     
55 Belanja Tak Terduga xxx xxx xx xxx 
56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) 

    

xxx xxxx xx xxxx 
57 JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
58 
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 
 

(Dalam Rupiah)   
NO. URAIAN 

Anggaran Realisasi 
(%) 

Realisasi 
20X1 20X1 20X0     

 TRANSFER  
 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 

61 Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
62 Bagi Hasil Retribusi xxx xxx xx xxx 
63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) 

    

xxx xxxx xx xxxx 
65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) 

    

    
66 

SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) 
    

67 
    

xxx xxx xxx xxx 
68      

 PEMBIAYAAN 
  

 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
72 Penggunaan SiLPA xxx xxx xx xxx 
73 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx 
74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xx xxx 
75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx 
76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx 
78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx 
79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 
80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 
81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 
82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 
83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
84 Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
85 

     

     
 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

87 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx 
88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xx xxx 
89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx 
90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xx xxx 
92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xx xxx 
93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 
94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 
89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 
90 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 
91 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xx xxx 
92 Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91) 

    

xxx xxx xx xxx 
93 PEMBIAYAAN NETO (84 - 92) 

    

xxxx xxxx xx xxxx 
94      

95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93) xxxx xxxx xx xxxx  
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PRESIDEN  

REPUBLIK INDONESIA 
 

 
  LAMPIRAN I    
  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
  NOMOR 71 TAHUN  2010    
  ILUSTRASI PSAP 02.A    

 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat    
  PEMERINTAH PUSAT    
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN    
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0   
   (Dalam Rupiah)  
  Anggaran Realisasi 

(%) 
Realisasi 

NO. URAIAN 20X1 20X1 20X0   
 PENDAPATAN  
 PENDAPATAN PERPAJAKAN 
3 Pendapatan Pajak Penghasilan xxx xxx xx xxx 
4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah xxx xxx xx xxx 
5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan xxx xxx xx xxx 
6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xx xxx 
7 Pendapatan Cukai xxx xxx xx xxx 
8 Pendapatan Bea Masuk xxx xxx xx xxx 
9 Pendapatan Pajak Ekspor xxx xxx xx xxx 

10 Pendapatan Pajak Lainnya xxx xxx xx xxx 
11 Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10) 

    

xxx xxx xx xxx 
12      
 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 

14 Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
15 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba xxx xxx xx xxx 
16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xx xxx 
17 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) 

    

xxx xxx xx xxx 
18      

 PENDAPATAN HIBAH 
20 Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
21 Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) 

    

xxx xxx xx xxx 
22 JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) xxx xxx xx xxx 
23      

 BELANJA 
 BELANJA OPERASI 

26 Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx 
27 Belanja Barang xxx xxx xx xxx 
28 Bunga xxx xxx xx xxx 
29 Subsidi xxx xxx xx xxx 
30 Hibah xxx xxx xx xxx 
31 Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx 
32 Belanja Lain-lain xxx xxx xx xxx 
33 Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32) xxx xxx xx xxx 
34      
35 BELANJA MODAL xxx xxx xx xxx 
36 Belanja Tanah xxx xxx xx xxx 
37 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx 
38 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx 
39 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx 
40 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx 
41 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx 
42 Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41) xxx xxx xx xxx 
43 JUMLAH BELANJA (33 + 42) 

    

xxx xxx xx xxx 
44      
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PRESIDEN  

REPUBLIK INDONESIA 
 
 

PEMERINTAH PUSAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
    (Dalam Rupiah)  
   Anggaran Realisasi 

(%) 
Realisasi 

NO. 
 

URAIAN 20X1 20X1 20X0   
45 TRANSFER     
46 DANA PERIMBANGAN     
47 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
48 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
49 Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
50 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 
51 

 

Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50) 
    

 xxx xxx xx xxx 
52       
53 TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)     
54 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
55 Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx 
56 

 

Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) 
    

 xxx xxx xx xxx 
57  JUMLAH TRANSFER (51 + 56) xxx xxx xx xxx 
58  JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) xxx xxx xx xxx 
59       

60  SURPLUS / DEFISIT (22 - 58) xxx xxx xx xxx  
 PEMBIAYAAN  
 PENERIMAAN  
 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 

64 Penggunaan SAL xxx xxx xx xxx 
65 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx xx xxx 
66 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 
67 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 
68 Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xx xxx 
69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 
70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 
71 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70) 

    

xxx xxx xx xxx 
72      

 PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI 
74 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx xxx 
75 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx xx xxx 
76 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75) 

    

xxx xxx xx xxx 
77 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76) xxx xxx xx xxx 
78      

 PENGELUARAN  
 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 

81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan xxx xxx xx xxx 
82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx xx xxx 
83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya xxx xxx xx xxx 
84 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) xxx xxx xx xxx 
85 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx xx xxx 
86 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx xx xxx 
87 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86) 

    

xxx xxx xx xxx 
88      
89 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI xxx xxx xx xxx 
90 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx xxx xx xxx 
91 Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional xxx xxx xx xxx 
92 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91) 

    

xxx xxx xx xxx 
93 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92) xxx xxx xx xxx 
94 PEMBIAYAAN NETO (77 - 93) xxx xxx xx xxx 
95      
96 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94) xxxx xxxx xx xxxx 
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